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BUPATI KUDUS 

PERATURAN BUPATI KUDUS 
NOMOR: f1.- / ,floo~ 

TENTANG 

pROGRAM INDIKATIF KABUPATEN KUDUS TAHUN 2009 

BUPATI KUDUS, 

a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor Kabupaten 
Kudus Nomor 3 Tahun 2003 tentang Rencana Stratejik 
Kabupaten Kudus Tahun 2003-2008 sebagai landasan dan 
pedoman bagi pemerintah Kabupaten Kudus dalam 
melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun akan berakhir 
masa berlakunya pada tahun 2008 bersamaan dengan akhir 
masa jabatan Bupati Kudus; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang­
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka 
M~engah Daerah (RPJMD) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) 
bulan setelah Kepala Daerah dilantik; 

c. bahwa untuk menjembatani kekosongan dokumen 
perencanaan jangka menengah dalam masa transisi sebelum 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
disusun oleh Bupati yang baru, perlu menetapkan program 
indikatif Kabupaten Kudus Tahun 2009 sebagai dasar 
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
Kabupaten Kudus Tahun 2009; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan 

I 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang - Undang 
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4548); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(1:embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

7. 

8. 

9. 

4700); 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2007, Nomor 66, Tambahan 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723 ); 

tentang 
Republik 

Lembaran 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

R ( L mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
uang e bl.k I d . 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repu ' n ones,a 

Nomor 4725 ); 

. t h Nomor 106 Tahun 2000 tentang 
Peraturan Pemenn a 

P rtanggungjawaban Keuangan Dalam 
Pengelolaan Dan e . Dan Tugas Pembantuan 
Pelaksanaan Dekonsentras, 

R ublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
(Lembaran Negara ep Republik Indonesia Nomor 
203, Tambahan Lembaran Negara 

4023); 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575 ); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576 ); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4663); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 97, Tambahan 
L~,:r,baran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan 
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4693). 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemer1ntah, 
Pemerintah Daerah Propinsi, Dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tamoahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

17 P t h N mor 41 Tahun 2007 tentang • eraturan Pemerin a o 
Organisasi Perangkat oaerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ); 
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Pasal 4 

Program Indikatif Kabupaten Kudus Tahun 2009 dan Matriks 
Program Indikatif Kabupaten Kudus Tahun 2009 sebagaimana 
dlmaksud dalam Pasal 3, adalah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 
SISTEMATIKA 

Pasal 5 

Program Indikatif Kabupaten Kudus Tahun 2009 disusun dengan 
sistematika sebagai berikut: 

a. BAB I 
b. BAB II 
c. BAB III 
d. BAB IV 

e. BAB V 

f. BAB VI 

PENDAHULUAN 
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 
STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH 
KEBUAKAN EKONOMI DAN ANGGARAN 
DAERAH 
POKOK-POKOK PROGRAM PEMBANGUNAN 
DAERAH 
PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar~ setiap orang mengetahuinya memerintahkan pen~undangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Senta Daerah 

Kabupaten Kudus. 
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Diundangkan di Kudus 

!ada ta Q 
nggal ~ ~~ l!-Oo o 

SEKRETARI N KUDUS, 
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Ditetapkan di Kudus 
. 

pada tanggal j 3 ~ ..eo-vi 

J._ 
~t~frA HUN 2008 NOMOR .. .. .. .... . 

DAERAH KABUPA DUS TA ' 
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